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ABSTRAK

Mega Safah Pasakay, NIM: 1052611539320, Perjodohan Anak Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 dan Hukum Islam, Dibimbing Oleh
Mukhlis Bakri, M. Chiar Hijazi,

Penelitian ini berlujuan untuk mengetahul hagaimana kewenangan orang tua
dalam menjodohkan anaknya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan
anaknya dalam perspektif Hukum 1slam,

Untuk mencepai twjuan maka penulis menggunakan jenis penelitian
kepustakaan atan (lfrary researeh) diman: penulis mengumpulkan data dan
informasi melalui pembacaan ]Iternlm atay Sunther-sumber tertulis serta sumber
fmimmya yang berdckaan dengan perjodohan anak dalam perspektif Undang-
Undang dan hukum Islam.kemudian dikumpulkan, ditulis, dan disuvsun dalam
penelitian ini sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulgn.

Hasil dari penelitian ini 1) Orang fwa memiliki kewenangan uniuk
menjodohkan anak dalam Islam, namun keputusan akhir tetap ada di tangan anak_
Anak memiliki hak untuk menolak jodeh yang tidak disukai dan orang tua harus
menghormati keinginan tersebut sehingga memaksa anak untuk menikah dengan
seseorang vang tidak disuksinya tdak diperbolehkan. 2) Dalam perspektif Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 20140 orang. mwa memiliki tanggung jawab untuk
memberikan saran dan masukan kepada anak dalam memilih pasangan hidup,
namun keputusan akhir tetap beradu di tangan anak. Orang tua tidak diperbolehkan
memaksa stau melakukan perjodohan peksa terhadap anak, karena hal ini
melanggar hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Perlindungan hak
anak dalam memilih pasangan hidupaya diatur dalam wndang-undang dan juga
dalam ajaran Islam.

Kata Kunci : Perjodoban Anak; Undang-Undang, Hukum Lslam




ABSTRACT

Mega Safah Pasakay, NIM: 105261159320, Child Matchmaking in the
Perspective of Law Number 35 of 2014 and Islamic Law, Guided by Mukhfis Bakri,
M, Chiar Hijaz,

This study aims to find out how the authority of perents in matching their
children in the perspective of Law Number 35 of 2014 and to find out how the
authority of parents in matching their children in the perspective of [slamic Law.

To achieve this goal, the author uses a type of literature research or (ithrary
researeft where the author collects data and information through reading literature
or written sources and other fources adjcent to child matchmaking in the
perspective of Islamic law and law,

Results of this smdy 1) Parents have the authority 1o match children in Islam,
but the final decision remains in the hands of the child: The child has the right to
reject & mate he does not like and the parent must respect that desire so forcing the
child 1o marry somcone he does not like is not allowed. 2] In the perspective of Law
MNumber 35 of 2014, parents have the responsibility to provide adviee snd input to
children in choosing a life partoer, but the final decizion remains in the hands of
children. Pareats are not allowed to force or carry out forced arranged marriages on
children, because this violates the child's right to choose his own life partner, The
protection of the right of children inchoosing their life partner is regulated in law
and also in Islamic teachings.

Keywords: Child Matchmaking: Law, Islamic Law
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“Allah tidak membebani seseorang melusinkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Bagarah : 286)

“Maka sesungmuhmya bersama kesulitan tu ad kemudahan. Sesungpuhnya
berzama kesulitan ita ads kemudahan.™

(QS. Al-Insyirah ; 5-5)

“Selalu ada harga dalam sebush proses. Nikmati saja lelab-lelah itu. Lebarkan lagi
rasa sabar itu. Semua yang kau investagikan untuk menjadikan dicimu serups vang
kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, Tapi gelombang-
gelombang it yang bisa kau ceritakan,”

(Boy Chandray

“Orang lain gak akan paham strugefe dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin
tahu hamya bagian success sforiesnyva saja. Jadi berjuanglah unmk dir sendiri
meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan

sangat bangg dengan apa yang Kita perjuanglcan hari ini. Jadi tetap berjusng ya ™

“god have perfect timing, never early, mever late. Ii takes a linle patience and it
fakes a lof af falth, but it 's a worth the wair.

“Mever stop growing, ™
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perjodohan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diatur

oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perjodohan yang
berlaku dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga dan memberikan
keabsahan atas status kelahiran anak-anak mereka! Perkawinan sangat penting
dalam kehidupan masyarakat karena dapat mewujudkan sebuah masyarakat dan
keluarga sebagai pilar kehidupan bermasyarakat. Dalam perkawinan dapat
menimbulkan beberapa akibat. Maka ada beberapa aturan dan prosedur untuk
menghindari hal-hal negatif yang dapat merugikan. Dan di Indonesia prosedur yang
diatur bagi masyarakat Islam untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah.

Memulai sebuah keluargamembutuhkan persiapan yang matang. Selainitu,
pasangan yang memulai sebuah keluarga harus bertanggung jawab dan dewasa,
baik secara biologis maupun pedagogis (ilmu yang mempelgari tentang
pendidikan). Seorang laki-laki harus bersedia memikul tanggung jawab sebagai
kepala keluarga, dan karena itu memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga
Sebagai seorang perempuan, ia harus rela menjalankan rumah tangga dan menjadi
ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk melahirkan, membesarkan dan

merawat anak.?

! Rahman, M.M., Pendidikan Keluarga Berbasis Gender, Jurnal Musawa IAIN Palu, Vol.
7 No. 2, 2015, h. 234.

2 Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi
Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, VVol. 7 No. 2, 2016, h. 386.



Oleh karena itu, untuk menjalankan sebuah tanggung jawab dalam rumah
tangga makatidak boleh ada keterpaksaan dalam pernikahan sehingga nikah harus
dilakukan tanpa paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah
tangga diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai
dengan prinsip Islam.? Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Rum[30] : 21

3 OB AR 3358 15 daes el B g ASaiT 33 080 Bl O agle g
588 38 ¥ 3l

Terjemahnya:
Di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa
tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir®

Melalui pernikahan akan tumbuh ruh cinta dan kasih sayang di antara suami
istri. Setigp waktu dan ruang keduanya akan merasakan ketenangan. Kehidupan
mereka dipenuhi dengan ketenangan jiwa dan hilangnya permasalahan. Di saat
kdluarga berkumpul satu sama lainnya dapat memberi ketenangan dan
kebahagiaan.®

Selanjutnya Walid menjelaskan bahwa ketenangan jiwa dan kebahagiaan
dalam rumah tangga dapat terwujud apabila suami istri saling mencintai antara satu
dengan lainnya, keduanya merasa saling membutuhkan dalam hidup mereka dan

saling membantu dalam membina rumah tangga dengan memikul tanggung jawab

3 Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung : Al Ma’arif, 1997).

4 Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Qur’an Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 585.

5 Walid Khalil Tha’mah, al-Qawl al-Fashih Fi al-Zawaj al-Isami al-Shahih, (al-
Y amamah: Beirut, 1997), h. 20.



sesual dengan tugas masing-masing. Dengan begitu, keduanya dapat mewujudkan
generasi saleh yang terdidik jiwanya dengan iman dan Islam.®

Pernikahan melalui perjodohan kadang memiliki maksud dan tujuan tertentu
atas kemauan orang tuadan dengan pihak yang terkait. Akan tetapi, terkadang orang
yang dinikahkan dengan dijodohkan tidak menyetujui dengan pertimbangan-
pertimbangan yang ada sehingga mengharuskan mereka untuk menikah dengan
orang yang belum diketahui.

Indonesia memiliki Undang-Undang perlindungan anak dimana Undang-
Undang ini menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dimana
dalam pasal 26 Undang-Undang No0.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,
yang berbunyi sebagai berikut :

a) Orang tua berkewagjiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

memelihara, mendidik dan melindungi anak.

b) menumbuh kembang anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.

c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada
anak, dalam hal orang tuatidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewagjiban dan
tanggung jawab, kewgjiban dan tanggung jawab yang dimaksud pada
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

6 Walid Khalil Tha’mah, al-Qawl al-Fashih Fi al-Zawaj al-Isami al-Shahih, h. 20-21.

" Rika Saraswati, Himpunan Undang-Undang RI Tentang Pelanggaran HAM dan UU No.1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Citra Media Wacana, 2009), h. 337.



Banyak masyarakat yang keliru memahami arti dan tujuan dari tanggung
jawab orang tua. Menurut sebagian orang tua, kewajiban merekatidak terbatas pada
merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka, tetapi juga mencarikan
pasangan hidup untuk mereka. Hal ini menyebabkan banyak anak terutama anak
perempuan menjadi korban keinginan orang tua mereka. Perjodohan yang pada
awalnya hanya menjadi masalah umum, kini telah menjadi sumber masalah baru
yang seringkali mengakibatkan kekerasan anak dalam bentuk pernikahan paksa.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

:)/T:\ii ,/Tf)l/d’/j/‘ju‘_;f)l;m %/5:31%/349‘3‘}?& 12
st olgy) LY E0G5 E5T 1 JUE (U #i52
Artinya

dari riwayat Jabir bin Abdullah, di mana seseorang datang kepada Rasulullah
SAW dan mengatakan:"Y a Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan
anak, dan ayahku ingin mengambil harta milikku."Rasulullah SAW menjawab:
"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." (HR. Bukhari)

Sedangkan dalam konsep hukum Islam, terkait dengan permasalahan wali
mujbir dapat sgja menikahkan seorang gadis yang berada di bawah perwaliannya
kendati pun (mungkin) gadisitu belum akil baligh. Kini, di bawah kodifikasi hukum
keluarga yang berlaku dalam masyarakat muslim kontemporer, seorang wali

(walaupun muijbir) tidak dibenarkan lagi melakukan intervensi, apalagi bertindak

semena-mena, terhadap anak gadis yang berada di bawah perwaliannya.® Berbeda

8 1bnu Majah, Sunan Ibnu Majah Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub a- Arabiyah, t.th), h. 769.

9 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada), h. 97-98.



dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak bahwa dalam
pernikahan seorang anak bebas menentukan pilihannya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua itu dilarang. Akan tetapi, dalam
hukum Islam perjodohan itu dibolehkan dengan cara yang baik dan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada dasarnya, perjodohan menjadi pilihan yang baik untuk setiap pasangan
akan tetapi ini juga dapat menimbulkan berbagai macam masalah terutama jika
dilakukan tanpa melibatkan persetujuan dari kedua pasangan. Jika tanpa
persetujuan dari salah satu atau kedua pasangan maka akan terjadi sebuah konflik
dalam rumah tangga pasangan tersebut. Karena tidak ada rasa cinta dan kash
sayang di antara mereka dan akan memicu sebuah perceraian.

Oleh sebab itu dengan mengambil judul ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah perjodohan yang terjadi dalam
masyarakat.

Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Perjodohan Anak dalam Perspektif Undang-Undang No.
35 Tahun 2014 dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah peneliti paparkan, pokok
permasal ahan yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam

perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20147



2. Bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam
perspektif Hukum Islam?
C. Tujuan penelitian
Tujuan yang ingin peneliti capai melalui penelitian tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya
dalam perspektif Hukum Islam.
D. Manfaat penélitian
Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau sumber informasi yang
insya Allah sangat berguna bagi peneliti dan bagi para pembaca untuk mengetahui
segala problematika-problematika dalam perjodohan orang tua terhadap anak.
Selain daripada itu, peneliti juga berharap bisa memberikan sumbangsi terhadap
paramasyarakat |slam pada umumnya dan terkhusus untuk paraorang tua sehingga
dengan adanya hasil penélitian ini, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai
perjodohan anak dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan
Hukum Islam.
1. Manfaat akademis
a. Hasil pendlitian ini bersifat informatif yang diharapkan dan dapat berkontribusi

pada pemeriksaan dalam dunia akademis.



b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan mengembangkan
lebih lanjut penelitian ini untuk memberikan pengetahuan hukum kepada
masyarakat.

2. Kegunaan praktis

a. Diharapkan bermanfaat sebagal referensi/pertimbangan penerapan ilmu di
lapangan atau di masyarakat.

b. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap tentang perjodohan
anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum
tentang perlindungan anak.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun penulisan ini,
peneliti akan menggunakan metode :
1. Design Penédlitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan (library reaserch). Yakni dengan meneliti atau menelaah
buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti,
yaitu perjodohan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Sumber Data
Penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka), maka yang
digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber data primer



Sumber data primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh
pihak yang berwenang.’® Dalam tulisan ini diantaranya berupa buku-buku fikih
Islam, Undang-Undang RI, serta peraturan pemerintah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk
memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu : buku-buku, makalah,
majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi
kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan
untuk keseluruhan proses penelitian sejak awa hingga akhir penelitian dengan cara
memanfaatkan berbagal macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang
tengah dicermati.*

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan diinterpensikan, atau mudah dipahami dan
diinformasikan kepada orang lain.'? aktivitas analisis data yaitu reduction, data

display dan conclusion/verifikasi.

10 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 133.

11 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normative, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 92.

12 sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (bandung: Alfabeta, 2004), h.
224,



a. Reduks data (data reduction), pada tahap awal ini melakukan pemilihan,
pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah
dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-temuan
yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

b. Display data, tahap ini yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga
memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah
selanjutnya.

c. Conclusion drawing (gambaran kesimpulan), setelah reduksi dan display data
terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang
telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian

yang dilakukan.
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TINJAUAN UM UM
A. Perjodohan

1. Pengertian Perjodohan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “perjodohan”
adalah perihal jodoh atau menjodohkan; perkawinan.! Secara antropologis,
perjodohan merupakan salah satu yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan.
Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Dalam
Islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa “k#hitbah”. Namun, tak
jarang juga perjodohan dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri.
Pasalnya, perjodohan berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam
perjodohan, sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara dua orang satu dengan

yang lainnya.?

Pemilihan jodoh adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan karena
pada dasarnya proses pemilihan jodoh tergantung dari sistem yang dianut oleh
masyarakat yang berbeda-beda di wilayah tertentu untuk membentuk sebuah unit
keluarga dalam masyarakat. Demikian pula pengaruh keluarga sangat penting bagi
kehidupan sosia. Bukan sgja sebagal wadah hubungan suami istri atau anak-anak
maupun orang tua, juga sebagai rangkaian tali hubungan antara jaringan sosia,

anggota-anggota keluarga serta jaringan yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat.

! Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”.
https.//kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjodohan (diakses pada 23 agustus 2023 22:03)

2 AF Fanani, Pemaksaan Perjodohan Sebagai Alasan Gugat Cerai : Sudi Kasus di Desa
Morbatah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, http://digilib.uinsby.ac.id, diakses pada hari
jum’at, 17 maret 2023.
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Oleh karena itu, masyarakat juga menaruh perhatian pada perpaduan suatu
keluarga yang akan menikah.3

Biasanya perjodohan dihubungkan dengan status sosial, ekonomi, dan
pendidikan seseorang. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun
dalam masyarakat. Orang tua yang akan menjodohkan anaknya akan mencarikan
jodoh secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan yang sama. Keluarga-keluarga
yang kayamemandang seseorang cocok sebagai calon menantu yang baik bagi anak
mereka jika terjadi kesepadanan dalam ha ekonomi. Jika keluarga yang
mempunyai  kedudukan sosia lebih tinggi atau berkuasa, akan mencari calon
menantu yang keluarganya memiliki status sosial yang sepadan. Begitu juga
keluarga yang anaknya mempunyai pendidikan tinggi akan mencarikan jodoh yang
mempunyai pendidikan tinggi pula.*

Perjodohan biasanyadilakukan oleh orang tuasebagai salah satu jalan untuk
dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang mereka anggap cocok atau pantas.
Namun, pada dasarnya pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat
menurut anaknya sehinggawajar jika perjodohan kerap kali menjadi pemicu utama
dalam perceraian.®

Dalam ketentuan syariat |slam tidak ada ketentuan yang mengharuskan atau

bahkan melarang adanya perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya

3 Muhammad Idris Dkk, Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya
Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, at-Tazwun, Vol. 10 No. 1, 2022, h. 19.

4 Muhammad Idris Dkk, Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya
Dalam Pergpektif Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 19.

5 Muhammad Idris Dkk, Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya
Dalam Pergpektif Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 19.
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seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula
sebaliknya.®
Di Indonesia, terdapat berbagai pandangan dan tradisi mengena kewenangan
orang tua dalam menjodohkan anak. Di beberapa daerah, masih ada tradis
perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tanpa persetujuan anak. Namun, di daerah
lain, sudah banyak orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya
untuk memilih pasangannya sendiri. Undang-Undang Pernikahan di Indonesia tidak
mengatur secara tegas tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak. Hal
ini diserahkan kepada masing-masing keluarga untuk menentukan sendiri bagaimana

mereka akan menikahkan anak-anaknya.”

Menurut Soemiyati, perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah
adal ah mel akukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang
laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak,
dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu
kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman
dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.8.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perjodohan anak

6 Fahmi Labib, Skripsi: Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam dan Dampaknya
Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Sudi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak, (Semarang: UISA, 2022), h. 17.

" Muhammad Syafi’i Maarif, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, h. 184-185.

8 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Y ogyakarta: Liberty, 2007), h. 34.



13

Beberapa faktor terjadinya perjodohan anak sangatlah bervarias di
antaranya faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, faktor ekonomi serta
faktor lingkungan.

a. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbel akangi
perjodohan anak. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua tentang
dampak negatif perkawinan anak menjadi salah satu faktor utama yang mendorong
praktik ini. Sehingga, banyak dari mereka percaya bahwa perjodohan anak adalah
caraterbak untuk melindungi anak perempuan dari bahaya.

Para orang tua juga memiliki persepsi bahwa perempuan tidak memerlukan
pendidikan tinggi. Di beberapa daerah, pendidikan tinggi tidak diperlukan karena
peran utama perempuan adalah menjadi istri dan ibu. Hal ini mendorong paraorang
tua untuk menikahkan anak perempuannya sedini mungkin.®
b. Faktor keluarga

Faktor ini adalah faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Orang
tua memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya pernikahan. Para orang tua
biasanya mel akukan perjodohan terhadap anaknya dikarenakan sebuah tradisi yang
sudah turun temurun sehingga para orang tua meyakini bahwa anak dapat menjaga
kehormatan keluarga dan mempererat hubungan antar anggota keluarga.
Perjodohan anak juga dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan status

keluarga. Dalam hal ini peristiwa tersebut menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak

9 Euis Nurlagla Sari, Problematika dan Solusi dalam Perspektif Hukum dan HAM di
Indonesia, (Bandung: Pustaka Cendekia, 2022), h. 27.
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turun temurun. Orang tua mungkin menjodohkan anaknya dikarenakan khawatir
jika anaknya akan melakukan tindakan tidak sesuai yang membuat nama keluarga
menjadi buruk di masyarakat setempat.’®
c. Faktor ekonomi

Sisi ekonomi keluarga yang buruk menjadi alasan mengapa orang tua
menikahkan anaknyapada usiamuda. Anak yang dijodohkan ketika diaberusiadini
cenderung berasal dari kelompok keluargamiskin. Dimana kel uargatidak memiliki
kemampuan untuk menghidupi anak-anaknya, sehingga mereka memilih untuk
menikahkan atau menjodohkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga.
Sehingga mereka beranggapan bahwa perjodohan dianggap sebagai solusi untuk
mengangkat keluarga dari kemiskinan.*
d. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat yang ditinggali adal ah salah satu faktor pergaulan bebas
yang dapat menyebabkan pernikahan dini. Di beberapa tempat, terdapat normadan
nilai sosia yang mendukung perjodohan anak. Sehingga norma dan nilai ini
diwariskan dari generasi ke generasi dan dipegang teguh oleh masyarakat.

3. Kelebihan dan kekurangan dalam perjodohan
Dalam perjodohan ada beberapa kelebihan serta kekurangan. Adapun

kelebihan dari perjodohan ialah:

10 Euis Nurlagla Sari, Problematika dan Solusi dalam Perspektif Hukum dan HAM di
Indonesia, h. 23.

11 Rina Hardianti, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan, Jurnal
Pekerjaan Sosial, Vo. 3 No. 2, 2020, h. 117.
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a. Orang tua dengan pengalaman hidup dan kebijaksanaannya diharapkan mampu
memilih pasangan yang terbaik bagi anaknya, berdasarkan pertimbangan
kecocokan latar belakang, nilai-nilai, dan agama.

b. Perjodohan dapat mempererat hubungan antar keluarga, menjain silaturahmi
dan memperkuat ikatan sosial.

c. Di beberapabudaya, perjodohan dianggap sebagai carauntuk menjaganilai-nilai
budaya dan agama dalam keluarga.

Sedangkan kekurangan dalam perjodohan yaitu :

a. Perjodohan dapat membatas hak anak untuk memilih pasangan hidup dan
menentukan kebahagiaannya sendiri.

b. Perjodohan yang tidak didasari cinta dan kasih sayang dapat berakibat pada
pernikahan yang tidak bahagia, bahkan berujung pada KDRT (K ekerasan Dalam
Rumah Tangga).

c. Penting untuk mempertimbangkan kesiapan dan kecocokan kedua belah pihak
sebelum memutuskan perjodohan.?

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjodohan

1. Hukum perjodohan dalam Islam

Perjodohan dalam Islam adalah proses mencarikan jodoh untuk seseorang
dengan persetujuan dan campur tangan dari keluarga atau orang tua. Perjodohan
tidak sama dengan paksaan menikah, dimanaindividu tidak memiliki pilihan sama

sekali dalam menentukan pasangannya.'®

12 Euis Nurlaela, Perjodohan: Tradisi, Hak Anak, dan Kebahagiaan, (Bandung: Pustaka
Setig, 2022), h. 123-125.

13 Wahbah Zuhaili, Figh Munakahat (Hukum pernikahan Islam), (Bandung: Pustaka Asy-
Syamil, 2020), h. 243.
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Beberapa contoh perjodohan disebutkan dalam sunnah-sunnah Nabi saw.
dalam pernikahan adalah Rasulullah saw. menikahkan Fatimah binti Zahra dengan
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhuma. Rasululah juga menikahkan Zaid bin
Haritsah dengan Ummu Aiman radhiyallahu ‘anhuma. Dan Rasulullah juga
menikahkan beberapa sahabat lainnya. Ini menunjukkan bahwa perjodohan itu

diperbolehkan dalam Islam.'

Perjodohan dalam Islam hukumnya mubah (boleh), tidak wajib dan tidak

pulaharam. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW dari Aisyah RA, beliau berkata: *°
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Artinya:

Dahulu, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: 'Ya
Rasulullah, sesungguhnya aku dijodohkan dengan seorang laki-laki, maka
apakah aku harus menerimanya? Rasulullah SAW menjawab: Terimalah, jika
dia seorang muslim dan kamu merasa cocok dengannya.' Wanita itu berkata:
Tetapi aku tidak menyukainya.' Rasulullah SAW bersabda: 'Jika kamu tidak
menyukainya, makatolaklah (HR. Muslim)

2. Macam-macam perjodohan dalam Islam
a. Perjodohan atas dasar suka sama suka
Pernikahan yang paling ideal adalah pernikahan yang didasari oleh rasa

cintadan kasih sayang antara kedua belah pihak.

14 Wahbah Zuhaili, Figh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam), (Cet. |; Jakarta: Pustaka
Azzam, 2012), h. 434.

15 Wahbah Zuhaili, Figh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam), (Cet. |; Jakarta: :Pustaka
Azzam, 2003), h. 274.

16 Mudlim bin al-Hajja a-Qushayri, Shahih Mudim, (Beirut: Darul Kutub al-l1imiyyah,
2006), h. 1445.
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b. Perjodohan atas dasar ta’aruf

Taaruf adalah proses perkenalan antara dua orang yang bertujuan untuk
mengetahui kecocokan mereka untuk menikah. Ta’aruf dapat dilakukan dengan
berbagai cara, seperti melalui perantarakeluarga, teman, atau melalui mediasosial.
Dalam prosesta’aruf, kedua belah pihak harus saling terbuka dan jujur tentang diri
mereka masing-masing.
c. Perjodohan atas dasar paksaan

Perjodohan yang dilakukan dengan paksaan adalah haram dalam Islam. Hal
ini karena perjodohan paksa bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan
individu. Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan dan
persetujuan kedua belah pihak.

3. Syarat-syarat perjodohan yang sah dalam Islam

a. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak

Syarat sahnya perjodohan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dari
kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan firman

Allah swt. dalam Q.S al-Nur[24] : 33

-
“

i o3t &y e B K8 1KY

Terjemahnya:

Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan
pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian....t’

17 Kementerian AgamaRI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 503.
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b. Tidak ada paksaan dari pihak manapun
Perjodohan tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau tekanan dari pihak
manapun. Hal ini karena pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dan harus
didasari atas kerelaan dan cinta kasih.
c. Calon pasangan tidak memiliki halangan untuk menikah (seperti mahram)
Pernikahan tidak sah jika dilakukan antara dua orang yang memiliki
hubungan mahram. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisda[4] :

23

aﬂﬂi/-/T/ aﬂﬂl:,‘_’// c}f;‘/@% 0}0// o _u4s
$y) vg‘ 29 VKI:‘& A
Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu,
saudara-saudara perempuanmu, ...*8

d. Perjodohan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak
manapun

Perjodohan yang baik adalah perjodohan yang dilakukan dengan cara yang

sesuai dengan syariat 1slam dan tidak merugikan pihak manapun. Hal ini penting

untuk memastikan bahwa pernikahan yang terjalin nantinya akan bahagia dan
langgeng.*®

C. Perkembangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

18 Kementerian AgamaRI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 109.
19 Wahbah Zuhaili, Figh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam), (Cet. I; Jakarta: Pustaka
Azhar, 2014), h. 23-24.
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perlindungan Anak. Undang-Undang Anak pertamakali disahkan padatahun 2002
pada pemenuhan hak-hak anak. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
mengatur 4 poin kewajiban orang tua termasuk “mencegah terjadinya perkawinan
pada usia anak”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak direvisi padatahun 2014 untuk memperkuat perlindungan anak
dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 pada dasarnya sama dengan versi sebelumnya, namun
dengan penekanan pada peran orang tua dalam menumbuhkembangkan anak.?°

D. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman,
kemakmuran dan kedamaian pada waktu yang tepat sekarang, nanti dan di masa
depan. kebenarannya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya dalam instrumen
hukum, tapi perangkat lain seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan
masa depan yang cerah.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa
perlindungan adal ah segal a kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Sehinggadi dalam asas hukum peraturan yang dibawah

20 peraturan Perundang-Undangan, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak”, pasal 26.
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tidak boleh bertentangan peraturan yang diatasnya. Adapun dasar dari pelaksanaan
perlindungan anak adalah :

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan di berbagai bidang kehidupan
keluarga, masyarakat, negara dan bangsa dan yayasan filosofi alam seorang
anak.

2. Dasar etis, kewagjiban perlindungan anak harus mengikuti etika untuk
profes terkait mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan
kekuasaan, kekuatan dan kekuatan batin penegakan perlindungan anak.

3. Dasar yuridis, kewgjiban perlindungan anak harus berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnyayang berlaku. Dasar
hukum ini berlaku secara terintegras yaitu melalui aplikas yang
diintegrasikan ke dalam regulasi peraturan perundang-undangan dari
berbagai bidang hukum yang terkait.?

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan,
kesehatan dan sosial untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan
kewajiban yang dibebankan oleh hukum.?

Perlindungan anak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan

kebutuhannya, sehingga tidak terlalu terkesan berlebihan atau perlindungan

2l Gosita Arif, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, (Jakarta:
Fakultas Hukum Tarumanegara, 1999), h. 266-267.

22 Zakaria Ahmad a-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,
2004), h. 99.
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terhadap lingkungan dan anak. Dilakukan secararasional, bertanggung jawab serta
bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.?®

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara |angsung maupun
tidak langsung, yang dimaksud secaralangsung adalah memberikan kegiatan secara
langsung kepada anak yang dilakukan oleh orang tua dari anak. K egiatan seperti ini
dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari
luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai
cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai
cara, serta menyediakan sarana pengembangan diri. sedangkan secara tidak
langsung adal ah tindakan yang tidak dilakukan oleh orang tua secaralangsung akan
tetapi dilakukan oleh orang lain atau masyarakat secara keseluruhan untuk
menciptakan lingkungan yang aman untuk anak serta terhindar dari ancaman dari
luar maupun dari dalam diri seorang anak.?*

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian.
Y ang dimana kedua unsur tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak
yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam

bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.

2 Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM,
Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 145.

2 Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia, h. 149.
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2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan
daam bidang sosia, perlindungan dalam bidang kesehatan dan
perlindungan dalam bidang pendidikan.?

Indonesia memiliki undang-undang perlindungan anak dimana Undang-
Undang ini menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang
dimana dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
yang berbunyi sebaga berikut : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan
minatnya.

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada
anak.

Dalam hal ini orang tuayang tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.®

2 Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Per spektif HAM,
h. 145-146.

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, pasal 26.

lim Fahimah, Kewgjiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, Jurnal Hawa,
Vol. 1, 2019. h. 37.
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Pada dasarnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari kesuksesan
anak-anak mereka ketika mereka dewasa. Tidak semua orang menginginkan
anaknya gagal dalam pendidikan demi mewujudkan harapan sehingga orang tua
selalu berusaha mungkin memberikan yang terbaik kepada anaknya.?’” Orang tua
juga mengambil peran serta berpartisipasi dalam membimbing tumbuh kembang
anaknya dan mereka juga yang bertanggung jawab untuk pendidikan serta
memenuhi kebutuhannya dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.?

Setiagp anak memiliki kewajiban dan hak dalam menghormati orang tua
maupun orang-orang yang ada di sekitarnya baik itu keluarga, masyarakat serta
tanah air, beribadah sesua dengan garan agama serta menerapkan etika dan
moralitas.

Mengenai kewajiban diatur dalam pasal 19 UU No. 23 tahun 2009 yang
menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintal tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan garan agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Melayani orang tua adalah kewagjiban seorang anak. Dalam hak dan

tanggung jawab anak jika orang tua menunaikan tanggung jawab kepada anaknya,

27 lim Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Daam Perspektif Islam, Jurnal
Hawa, Val. 1, 2019. h. 37.

2 Mohammad Roedli dkk, Kajian Islam tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan
Anak, Jurnal Pendidikan, Vol. IX, No. 2, 2018, h. 336.
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di sisi lain anak juga harus memahami tanggung jawabnya kepada orang tuanya.?
Kewajiban anak terhadap orang tua adalah :

1. Taat kepada orang tua.

2. Menghormati dan berbuat baik kepada orang tua.

3. Menjaga hak-hak saudara-saudara dari ayah atau ibunya.

4. Menjaganama baik orang tua.

5. Menyayangi dan menghormati keluarga orang tua.

6. Mentaati wasiat-wasiat orang tua.

7. Mendoakan orang tua.

8. Mengurus orang tua sampai meninggal.

Hak anak adalah bagian dari hak asas manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan
negara.®® Deklaras PBB mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang
belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus
cita-cita bangsa, sehingga setigp anak berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. !

Padaumumnyamasyarakat sudah memahami bahwa hak berarti sesuatu dan

seharusnya demikian diperoleh orang lain atau diperoleh sendiri. Kebalikan dari

2 https://www.hijup.com/magazine/kewajiban-anak-terhadap-orang-tua/, diakses pada 01
Juni 2023.

30 Angly Branco ontolay, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45
juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, Lex pravitum, Vol. VI, No. 3, 2019, h. 114.

3L Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter, (Jakarta: PT. Ragja Grafindo
Persada, 2015), h. 26.
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hak adalah kewagjiban, yaitu untuk memberikan atau melakukan sesuatu dari diri
sendiri untuk kepentingan orang lain baik yang konkret maupun yang abstrak.32
E. Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti
pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat
membahayakan dirinya sendiri.>

Daam beberapa literatur hukum Islam (figh) klasik menggunakan istilah
hadhanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika
ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), hadhanah
merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik
anak”. Kata ini berasal dari al-hidhn, yang berarti al-janb (lambung atau rusuk),
karena seorang ibu yang menjadi hadhinah (pelindung) mengumpulkan anak-anak
di lambung (pengakuan)-nya. Adapun menurut istilah, hadhanah berarti
memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang yang gila atau terganggu jiwanya,
atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan
berbagai kebutuhannya, berupakebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang
diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.®*

Islam memandang anak sebagai hadiah yang mahal dan menyatakan bahwa

anak adalah makhluk yang perlu disayangi dan dilindungi karena tidak mampu

32 HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Jurnal IAIN Pontianak, Vol.
1, No. 1, 2014, h. 2.

33 Hani Sholihah, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, al-afkar, Journal For
Idamic Studies, Vol. 1 No. 1, 2018, h. 52.

34 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh “ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Kairo: Dar al-Hadits,
T.th), J. 1V, h. 582.
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memenuhi kebutuhan hidup atau melindungi dirinya sendiri. Perlindungan dalam
Islam meliputi fisik, Psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lainnya.*®
Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam merupakan ha yang
sangat penting, karena anak merupakan generasi penerus yang akan menjadi
pemimpin dan pembaharu di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang
sistematis dan terencana untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak, serta
melindunginya dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah
lainnya.*®
F. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Y aitu hukum

yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan

akhirat.’

Ada beberapa pengertian Hukum Islam menurut ulama:

a. Yusuf a-Qardhawi mendefinisikan hukum Islam sebagal ilmu yang mencakup
berbagai aturan. Syariat Islam ini mencakup aspek ibadah, muamalah, hukum
pidana, dan lain-lain.

b. Ibnu Taimiyah menjelaskan, hukum Islam secara umum mencakup aturan yang
ditetapkan Allah swt. dalam a-Qur’an. Aturan juga menggunakan ketetapan dari

hadits Nabi Muhammad saw.

35 Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Isam, ASAS, Vol. 6 No. 2, 2014,
h. 14.

% |da Friatna, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh tahun
2008, Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender, Vol. 1 No. 2, 2015, h. 57.

37 Muchammad | chsan, Pengantar Hukum Islam, (Y ogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 2.
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c. Al-Ghazali berpendapat, hukum Islam adalah ilmu tentang perbuatan manusia.
Perbuatan ini mencakup yang wajib dilakukan atau ditinggal kan berdasarkan Al-
Qur’an dan hadis.®®
2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam.

Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam, kadang-

kadang disebut ‘dalil” hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum

Islam.*®

Para ulama sepakat bahwa ada empat sumber hukum Islam yang digunakan
umat Islam. Diantaranya adalah Al-Qur’an kitab suci agama Islam, disusul Hadis,

Ijma’, dan terakhir Qiyas.

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. la memuat
kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) mengenai ibadah maupun muamalah
yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.*

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bahwa a-Qur’an
adalah hujjah bagi seluruh umat Islam. Bahkan al-Qur’an sebagai hujjah untuk
seluruh umat manusia karenaia berasal dari Allah SWT.*

b. Hadis

% Maryam Mazaya, 10 Jenis Hukum ISam dan Pengertian, Contoh, serta Sumbernya,
https.//www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6848545/10-jenis-hukum-islam-dan-pengertian-
contoh-serta-sumbernya (diakses pada 23 Agustus 2023 08:35).

3% Mukhtar yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh-Islamy Jilid I, (Jakarta: Pustaka
Alhusna, 1979), h. 21.

40 Mohammad Daud Ali, Pengantar |lmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 78.

41 Abdul Karim Zagdan, Al-Wajiz Fi Ushul al-Figh, (Cet. VII; Lebanon: Muassasah Al-
Risalah, 1999), h. 153.
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Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Y akni penjelasan lebih
lanjut mengenai apa yang tercantum dalam Al-Qur’an yang berfungsi sebagai
penguat, serta pemberi keterangan, sebagal pentakhsis keumuman, dan membuat
hukum baru yang ketentuannyatidak ada di dalam Al-Qur’an.*

Hadis sebagal sumber Hukum Islam karenaasal nya adalah wahyu dari Allah

SWT. hal ini berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Najm[53] : 3.

S o Bl g

Terjemahnya:
Dan tidak pula berucap (tentang al-Qur’an dan penjelasannya) berdasarkan
hawa nafsu(Nya).*?

Seperti halnyadengan al-Qur’an kedua-duanyawahyu Allah. Jikaa-Qur’an
wajib diikuti karena datangnya dari Allah, maka hadits juga wajib diikuti karena
makna maknanya adal ah wahyu dari Allah SWT.*

C. jma’

I[jma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-

hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan hadits dalam suatu perkara yang

terjadi.*®

2 Detikcom, 4 Sumber Hukum Isam yang Disepakati Ulama,
https.//news.detik.com/berita/d-5216687/4-sumber-hukum-islam-yang-disepakati-ulama  (diakses
pada 23 Agustus 2023 09:50).

4 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 772.

4 Abdul Karim Zaedan, Al-Wajiz Fi Ushul al-Figh, h. 162.

4 https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam (diakses pada 23 Agustus 2023
10:05).
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Apabila ijma’ benar-benar terjadi sesuai dengan syarat-syaratnya, makajadi
dalil Qath’i/pasti atas hukum suatu permasalahan oleh ijma’ tersebut menjadi hujjah
bagi seluruh umat Islam.*®
d. Qiyas

Qiyas adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum
ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya
dalam Al-Qur’an dan Hadis.*’

Qiyas yang benar adalah salah satu dalil hukum Islam dan hujjah syari’at.
Qiyas harus diamalkan dan dijadikan hujjah setelah al-Qur’an, hadis dan ijma’.*®

3. Kestimewaan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan hukum-
hukum yang berlaku pada agama lainnya. Sehingga Hukum Islam memiliki
beberapa keistimewaan, diantaranya:

a. Mengandung kemudahan.
Hukum Islam mudah diterapkan dan jauh dari kesulitan. Sehingga sesuai
dengan fitrah manusia dan tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. al-Bagarah [2]: 286

C¥d
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Terjemahnya:

46 Abdul Karim Zaedan, Al-Wajiz Fi Ushul al-Figh, h. 182.

47 Y ufi Cantika, Memahami 4 Sumber Hukum Islam yang telah Disepakati Lebih Dalam,
https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam (diakses pada 23 Agustus 2023 10:05).

48 Abdul Karim Zaedan, Al-Wajiz Fi Ushul al-Figh, h. 229,
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Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.®

b. Hukum Islam lebih sempurna.

Biladibandingkan dengan hukum agama-agamalain, menurut Syekh Y usuf
Qardhawi, lebih sempurna dan lengkap. Ha itu karena hukum Islam turun
menyempurnakan hukum-hukum terdahulu yaitu agama-agama samawi sebelum

Islam.

c. Hukum Islam bersifat universal.
Y aitu menyeluruh atau sifatnyamelingkupi keseluruhan kehidupan manusia
yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan penciptanya maupun

kehidupan manusia dengan sesama manusia.>

4 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 64.
0 Nurul Ichsan, Keistimewaan Syariat ISlam, Kordinat, Vol. X, No. 2, 2009, h. 203.
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HASIL PENELITIAN
A.Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anak dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
1. Pengertian orang tua dan anak dalam perspektif Undang-Undang
Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu angkat, wali yang sah,
orang tua asuh, atau orang lain yang secara hukum memiliki tanggung jawab untuk
memelihara dan mengasuh anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungn, anak masih dalam asuhan orang

tua, anak yang belum kawin.!

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dan/ ayah dan/atau

ibu angkat. (pasal 45)

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasa 1 ayat (1)
tentang Perlindungan Anak memberikan definisi orang tua yang lebih luas, yaitu

ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.

Definisi orang tua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 pasal
1 ayat (2) tentang Perwalian Anak sgjalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, yaitu ayah dan ibu kandung dan ayah atau ibu angkat. 2

L Rahayu, Perlindungan Anak dalam Per spektif Hukum dan Psikologi, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2018), h. 12-13.

2 Subekti, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta: PT. Intermasa, 2018), Cet. V,
h. 364.
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Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.®

2. Kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dalam Perspektif Undang-
Undang.

Hak dan kewajiban orang tua dalam pernikahan merupakan dua sisi mata
uang yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua memiliki hak untuk mendapatkan
kasih sayang dan rasa hormat dari anak-anaknya, namun disisi lain mereka juga
memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-
baiknya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral dan sosial tetapi juga hukum.*
a. Orang tua berkewajiban menjodohkan anak pada usia nikahnya.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan menegaskan bahwa
orang tua berkewsgjiban dan bertanggung jawab untuk menikahkan anaknya yang
sudah mencapai usia nikah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, terdapat batasan usia anak. Kedua pasal ini
harus diinterpretasikan secara komprehensif dan sgaan dengan prinsip-prinsip
perlindungan anak. Orang tua tidak boleh memaksakan perjodohan kepada

anaknya, dan anak berhak untuk menikah dengan orang yang dipilihnya sendiri.®

M uladi, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017),
h. 29.

4 Seto Mulyadi, Menjadi Orang Tua Hebat: Kiat Menjadi Anak Sukses dan Bahagia,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 21-22.

5 Muhammad Arifin, Perlindungan Anak dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 143-144.
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b. Orang tua dilarang menjodohkan anak dengan paksa

Orang tua dapat memberikan saran dan masukan kepada anak tentang
pernikahan, namun tidak boleh memaksakan kehendak mereka. Perjodohan anak
harus didasarkan pada persetujuan dan pilihan bebas dari kedua pelah pihak.®

Pernikahan anak biasanya identik dengan perjodohan sehingga dapat
menyebabkan berbagai dampak negatif bagi anak, seperti:

1) Ketidakbahagiaan dalam pernikahan.

2) Kekerasan dalam rumah tangga.

3) Gangguan kesehatan mental.

4) Tidak mampuan untuk mencapai potensi maksimal.

Oleh karenaitu, penting bagi orang tua untuk menghormati hak anak dalam
memilih pasangan hidup mereka sendiri. Pernikahan yang didasarkan pada cinta
dan kasih sayang akan lebih bahagia dan langgeng.”

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan hak kepada anak
untuk didengar pendapainya dalam setiap pengambilan keputusan yang
menyangkut dirinya termasuk dalam hal perjodohan. Hal ini tertuang dalam Pasal
12 ayat (1) yang menyatakan bahwa ‘Anak berhak untuk didengar pendapatnya
dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya’. Hak untuk

didengar pendapatnya ini bukan berarti anak harus selalu mengikuti keputusan

6 Ratna Batara Munti, Perlindungan Pernikahan: Perspektif Hukum dan HAM, (bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2020), h. 123-124.

7 Euis Sunarti, Pernikahan Dini: Dampak dan Upaya Pencegahannya, (Bandung: Pustaka
Setia, 2019), h. 102-103.
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orang tua, tetapi anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.®
Perjodohan anak dapat dikategorikan sebagai eksploitasi karena:

1) Membatas hak anak untuk memilih pasangan hidup.

Hak anak untuk memilih pasangan hidup merupakan hak asasi manusia
yang fundamental. Perjodohan anak merampas hak ini dari anak dan memaksakan

mereka untuk menikah dengan orang yang tidak mereka pilih.

2) Mempertaruhkan kebahagiaan dan masa depan anak.

Pernikahan yang tidak didasari oleh cinta dan kasih sayang berpotensi
menimbulkan berbagai masalah. Seperti, KDRT, perceraian, dan traumapsikologis.
Hal ini dapat membahayakan kebahagiaan dan masa depan anak.

3) Berpotensi menimbulkan kekerasan fisik dan psikis.

Anak yang dijodohkan lebih rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis
dari pasangannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan antara anak dan
pasangan nya, serta kurangnya persiapan mental dan emosional untuk pernikahan.®

Pernikahan adalah sebuah komitmen seumur hidup. Oleh karenaitu, sangat
penting bagi anak untuk memilih pasangannya sendiri. Orang tua tidak berhak
memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak dipilihnya. Hal ini dapat
menyebabkan pernikahan yang tidak bahagiadan bahkan berujung pada perceraian.

Menjodohkan anak tanpa persetujuannya juga merupakan tindakan yang tidak

8 M. Kusmanto, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM, (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2017), h. 115-117.

9 Euis Nurlaela Sari, Perkawinan anak: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2018), h. 124-125.
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tepat. Orang tua harus memahami bahwa anak memiliki hak untuk memilih
pasangan hidupnya sendiri. memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak
dicintainya dapat menyebabkan trauma dan depresi. Orang tua yang mengancam
atau menghukum anak yang menolak perjodohan adalah tindakan yang tidak
terpuji. Hal ini dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua harus
memberikan dukungan dan pengertian kepada anak saat mereka memilih pasangan
hidupnya.

Jika anak dijodohkan, anak berhak untuk menolak perjodohan tersebut.
Anak dapat menyampaikan penolakannya secara langsung kepada orang tua atau
melalui orang dewasa yang terpercaya. Jika anak merasa terancam atau dipaksa
untuk menikahi anak dapat melaporkan perjodohan tersebut kepada pihak
berwenang, seperti, KPAI, LBH, atau kepolisian. Anak jugadapat meminta bantuan
kepada orang dewasa yang terpercaya, seperti guru, konselor, atau tetangga, untuk
membantu menyel esaikan masalah perjodohan tersebut.!

Perjodohan anak merupakan pelanggaran hak anak atas pendidikan,
kesehatan dan hak anak untuk hidup dan berkembang secarawajar. Dampak negatif
pernikahan anak, di antaranya: putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, dan
KDRT. Orang tua berkewajiban melindungi anak dari perjodohan dan pernikahan

anak.1?

10 poppy Amalya, Orang Tua Hebat, Anak Berprestasi: Mendidik Anak di Era Digital,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 148-149.

1 Erna Witooelar, Melawan Perjodohan Anak: Panduan untuk Orang Tua dan anak,
(Jakarta: Yayasan Pulih, 2020), h. 45-46.

12 Tim KPAI (komisi Perlindungan Anak Indonesia), Pernikahan Anak: Melanggar Hak
dan Masa Depan Anak), (Jakarta: Yayasan Pulih, 2018), h. 17-18.
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Perlindungan hak anak adalah hak menyampaikan pendapat, hak untuk
didengarkan, dan hak memilih pasangan. Anak memiliki hak untuk didengar dan
hak untuk menyatakan pendapat merupakan dua hak fundamental yang dimiliki
oleh anak. Hak ini dijamin dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah
diratifikas oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Hak untuk didengar berarti bahwa anak berhak untuk
didengarkan pendapatnya dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut dirinya. Hak untuk menyatakan pendapat berarti
bahwa anak berhak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas dan tanpa
paksaan. '3

Hak untuk memilih pasangan, anak-anak berhak untuk memilih pasangan
hidup mereka sendiri. Hak ini dilindungi oleh Pasal 16 KHA. Setiap anak berhak
memilih pasangan hidup mereka sendiri. orang tua tidak boleh memaksakan
kehendaknya kepada anak dalam memilih pasangan hidup. Anak berhak untuk
menikah dengan orang yang dicintainya dan yang mencintainya.* Hak ini
dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Universa
Declaration of Human Rights (DUHAM) dan Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women

(CEDAW).

13 Muhammad Syafii Maarif, Perlindungan Hak Anak: Sebuah Kajian Yuridis dan
Sosiologis, (Bandung: Pustaka Y ustisia, 2019), h. 132-133.

14 Seto M ulyadi, Anak Bertanya tentang Hak-Haknya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2019), h. 104-105.
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Perjodohan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk
eksploitasi terhadap anak yang berakibat pada hilangnya hak-hak anak, seperti hak
untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan
pendidikan, hak untuk menikah atas dasar persetujuan bebas dan penuh, dan hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Pemerintah, masyarakat,
dan organisasi terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang bahaya perjodohan anak, melakukan edukasi tentang hak-hak
anak, dan memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami perjodohan.
Upaya pencegahan dan penangan perkawinan anak harus dilakukan secara
komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagal pihak, termasuk
pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dunia usaha dan
media massa.’®

3. Bentuk-bentuk kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak.

Hak-hak anak berlaku untuk semua anak, tanpa terkecuali. Hal ini berarti
semua anak berhak mendapatkan hak-haknya, tanpa memandang ras, suku bangsa,
agama, jeniskelamin, status sosial ekonomi, atau kondisi fisik dan mental mereka. 16

Bentuk-bentuk kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dapat

dikategorikan menjadi dua, yaitu:

15 K ementerian PPPA, Panduan Teknis Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak,
(Jakarta: Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
2020), h. 3-4.

16 seto Mulyadi, Hak Anak: Sebuah Panduan Untuk Orang Tua, Guru, dan Masyarakat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 13-14.
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a. Kewenangan absol ut.

Orang tua memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jodoh bagi
anaknyatanpa persetujuan anak. Hal ini biasanyaterjadi padamasyarakat adat yang
masih menganut sistem patriarki.

b. Kewenangan relatif.

Orang tua memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan masukan
kepada anaknya dalam memilih jodoh. Namun keputusan akhir tetap berada di
tangan anak. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat modern yang lebih
mengedepankan individualitas dan kebebasan.’

Berikut adalah beberapa bentuk kewenangan orang tua dalam menjodohkan
anak:

1) Orang tua berkewajiban untuk membantu anak-anaknya dalam memilih
jodoh yang tepat. Hal ini karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang
sakral dan akan berlangsung seumur hidup.

2) Orang tua dapat memberikan saran dan masukan kepada anak-anaknya
tentang kriteria pasangan yang ideal. Orang tua juga dapat membantu
anak-anaknyauntuk memahami bagaimanamembangun hubungan yang
sehat dan bahagia.

3) Orang tua dapat membantu anak-anaknya dalam proses perkenaan

dengan calon jodoh. Orang tua dapat mengatur pertemuan atau acara

o Ainiyah, Kewenangan Orang tua dalam Menjodohkan Anak: Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif Indonesia, (Y ogyakarta: Pustaka Setia, 2021), h. 125-126.
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keluarga untuk mempertemukan anak-anaknya dengan calon
jodohnya.8
Meskipun orang tua memiliki kewenangan untuk menikahkan anaknya,
namun kewenangan ini tidak boleh disalahgunakan. Orang tua tidak boleh
memaksakan kehendak mereka kepada anaknya dalam memilih pasangan hidup.
Orang tua dapat memberikan restu atas pernikahan anak-anaknya setelah mereka
yakin bahwa anak-anaknya telah siap untuk menikah dan telah menemukan
pasangan yang tepat.*®
Komunikas yang baik antara orang tua dan anak sangat penting dalam hal
perjodohan. Orang tua harusterbuka dan mau mendengarkan pendapat anak mereka
tentang calon jodohnya. Anak juga harus terbuka dan mau berdiskusi dengan orang
tua mereka tentang calon jodohnya. Orang tua dapat membantu anak mereka dalam
memilih calon jodoh yang tepat dengan memberikan nasihat dan saran berdasarkan
pengalaman mereka. Namun, pada akhirnya keputusan akhir tentang siapa yang
akan dinikahi adalah hak anak.?°
4. Dampak kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak.
Tradisi perjodohan anak masih dilestarikan di beberapa budaya di
Indonesia, meskipun potensinya melanggar hak asasi anak dan memicu dampak

negatif pada hubungan orang tua dengan anak. Di balik niat baik orang tua untuk

18 Muhammad Syafii Antonio, 99 Tanya Jawab Seputar Menikah dan Perjodohan, (Cet. I;
Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 240.

Pwm. Kusumaatmadja, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta: PT. Alex Media
Komputindo, 2019), h. 342-343.

20 Rose Mini Agoes Salim, Menjadi Orang Tua Hebat Membangun Keluarga yang
Bahagia Dan Sgjahtera, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 184-185.
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kebahagiaan anak, perjodohan dapat mengabaikan hak anak untuk memilih
pasangan hidup dan menentukan masa depannya sendiri.?
a. Aspek dampak kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak.

Oleh sebab itu, dampak kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak
dapat dibagi menjadi dua aspek:

1) Dampak positif

Orang tua yang memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang lebih
luas diharapkan mampu memilih pasangan yang tepat bagi anak mereka. Hal ini
diyakini dapat meningkatkan kebahagiaan pernikahan anak. Perjodohan dapat
memperkuat hubungan antar keluarga, terutama menjalin hubungan kekerabatan
yang lebih erat dan saling membantu. Pernikahan anak diyakini dapat
meminimalisir resiko pergaulan bebas dan pernikahan dini yang tidak diinginkan,
terutamadi masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat.

2) Dampak negatif.

Pernikahan tanpa cinta dan rasa saling tertarik dapat berujung pada
ketidakbahagiaan dan perceraian. Hal ini dapat menimbulkan trauma dan dampak
psikologis bagi anak. Anak yang dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka
pilih dapat merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan masa
depan mereka sendiri. Pernikahan anak dapat menghambat pendidikan dan

pengembangan diri anak, sehingga berpotensi menghambat masa depan mereka?

21 Euis Nurlagla Sari, Mitos dan Fakta Perjodohan: Membongkar Tabir Tradisi dan Hak
Asasi Anak, (Bandung: Pustaka Cendekia, 2019), h. 123-125

22 Euis Nurlagla Sari, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Psikologi,
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 53-54.
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KDRT dapat meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi anak,
seperti hak untuk memilih pasangan hidup dan menentukan masa depan mereka
sendiri, hak untuk hidup bahagiadan sgjahtera, sertahak untuk bebas dari perlakuan
diskriminatif dan eksploitasi. Anak-anak yang hidup dalam keluargadengan KDRT
seringkali mengalami trauma dan stres yang dapat menimbulkan dampak negatif
pada perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka.

b. Aspek dampak terhadap hubungan orang tua dengan Anak.

1) Dampak Positif.

Komunikas yang terbuka dan efektif antara orang tua dan anak dapat
memperkuat hubungan dan rasa saling percaya. Ketika orang tua menunjukkan
kasih sayang dan perhatian kepada anak, anak akan merasa dicintai dan dihargai,
sehingga memperkuat hubungan emosional antara mereka.

2) Dampak Negatif.

Penggunaan kontrol yang berlebihan oleh orang tua dapat memicu rasa
frustasi, dendam, dan pemberontakan pada anak. Konflik yang sering terjadi dalam
keluarga dapat merusak kedekatan antara orang tua dan anak.?

Perjodohan anak memiliki dampak negatif yang signifikan bagi anak
perempuan, laki-laki, dan keluarga mereka. Dampak ini termasuk kesehatan fisik
dan mental yang buruk, pendidikan yang terhenti, dan peluang ekonomi yang

terbatas.?

2 RA Katini Kartono, Psi kologi Keluarga: Memahami Dinamika dan Interaks
Keluarga, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 145-146.

2Tim Pusat Studi Wanita Universitas Indonesia, Perkawinan Anak: Sebuah Permasalahan
yang Harus Dihentikan, (Jakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Indonesia, 2020), h. 13.
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5. Upaya Pencegahan Perjodohan anak dalam UU dan Hukum Islam
a. Upaya pencegahan perjodohan anak dalam Undang-Undang

Beberapa upaya pencegahan perjodohan anak menurut Undang-Undang
Indonesia:®

1) Penguatan landasan hukum menjadi langkah penting dalam upaya
pencegahan perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
dan Kompilas Hukum Islam (KHI) mengatur dengan jelas tentang
larangan perkawinan anak dan sanksi bagi pelakunya.

2) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisas dan edukasi
tentang bahaya perjodohan anak, pemberdayaan masyarakat,
khususnya orang tua dan anak perempuan, serta perlibatan tokoh agama
dan masyarakat adat, merupakan strategi penting dalam mencegah
perkawinan anak.

3) penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perjodohan anak., serta
pencegahan dispensasi kawin bagi anak di bawah usia minimal,
sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia bebas perkawinan
anak.

4) kerjasama antar lembaga, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil,
dan lembaga swadaya masyarakat, serta kerjasama antar daerah dan
lintas sektor.

b. Upaya pencegahan perjodohan anak dalam hukum Islam.

2 Tim Satuan Tugas Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak, Menuju Indonesia Bebas
Perkawinan Anak: Upaya Pencegahan dan Penangan Perkawinan Anak di Indonesia, (Jakarta:
Y ayasan Plan Internasional Indonesia dan UNICEF Indonesia, 2021), h. 101.



Dalam Islam jugaterdapat beberapa upaya mencegah terjadinya perjodohan
anak: %

1) Penguatan pemahaman agama. langkah pertama adalah meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan Islam. Sangat
penting untuk diingat bahwa agama Islam melarang pernikahan paksa
dan memberikan hak kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya
sendiri.

2) Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat penegakan hukum
yang melarang perkawinan anak.

3) Masyarakat harus diberdayakan untuk melindungi anak-anaknya dari
perjodohan. Hal ini dapat dicapa dengan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang hak-hak anak, memberi tahu orang-orang tentang
bahaya perjodohan anak, dan mendorong orang-orang untuk
berpartisipasi dalam upaya pencegahan perjodohan anak.

4) Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah perjodohan anak.
Mereka harus mendidik anak-anaknya dengan baik tentang hak-hak
mereka dalam pernikahan dan memberikan pendidikan yang baik
tentang hak-hak tersebut. Selain itu, orang tua harus menghormati
pendapat dan preferensi anak-anaknyatentang memilih pasangan hidup

mereka.

% Nurul Huda, Figh Perempuan: Panduan Lengkap Seputar Ibadan dan Muamalah
Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 412-415.



B. Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anak dalam Perspektif
Hukum Islam
1. Pengertian Orang Tuadan Anak dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti orang tua adalah ayah
ibu kandung. Arti lainnya dari orang tua adalah (orang tua) yang dianggap tua
(cerdik pandai, ahli, dan sebagainya).?’

Sedangkan pengertian orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu
kandung yang membesarkannya dan masing-masing memiliki tanggung jawab
yang sama dalam pendidikan anak.?® M. Arifin menyatakan bahwa “orang tua
adal ah menjadi kepalakeluarga, keluargaadal ah sebagai persekutuan hidup terkecil
dari masyarakat negara yang luas. Pangkal ketentraman dan kedamaian hidup
terletak pada keluarga.?® Sedangkan pengertian orang tua yang di maksud adalah
ayah dan ibu kandung yang membesarkannya dan masing-masing memiliki
tanggung jawab yang sama dalam pendidikan anak.*°

Orang tua adalah pertama dan utama dalam keluarga, dikatakan pendidik
yang pertamadi tempat inilah anak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang yang
pertama kalinya. Dikatakan pendidikan utama karena pendidikan dari tempat ini
mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan anak kelak di kemudian hari, karena

perannya sangat penting maka orang tua harus benar-benar menyadari sehingga

27 Lektur,” Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” https.//kbbi.lektur.id/kewenangan
(diakses pada 21 Maret 2024).

28 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999), h. 94.

29 M. Avrifin, Dasar-Dasar Pendidikan Islam, (Jakarta: Universitas Terbuka dan Dirjen
Binbaga lslam, 1998), h. 74.

30 Hery Noer Aly, llmu Pendidikan Islam, h. 94.
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mereka dapat memerankan sebagaimana mestinya. Orang tua merupakan pendidik
utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekal ah anak mula-mula
menerima pendidikan.3

Dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat.
Mereka diyakini sebagai orang yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak.
Orang tua ialah ayah dan ibu biologis yang melahirkan dan membesarkan anak.
Merekamemiliki hak untuk ditaati dan dihormati oleh anak selama perintah mereka
tidak bertentangan dengan Islam.®?

Menurut hukum Islam, anak adalah makhluk yang lemah tetapi mulia yang
diciptakan oleh Allah SWT melalui proses penciptaan. Anak-anak dalam Islam
dianggap sebagai titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa
dan negara, dan mereka harus diperlakukan secara manusiawi, diberi nafkah baik
lahir maupun batin, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia
dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan diri mereka untuk memenunhi
kebutuhan hidup mereka di masa depan.

Sedangkan anak adalah generasi penerus umat Islam. Oleh karena itu,
mempersiapkan dan membekali mereka dengan ilmu agama dan akhlak mulia sejak
dini merupakan suatu keharusan. Hal ini penting dilakukan agar mereka dapat
menjadi generasi yang shalih dan shalihah, serta mampu membawa Islam ke arah

yang lebih baik.

31 Zakiah Dargjat, 11mu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 35.

32 zakhariayah Muhammad Ali, Pendidikan Islam Anak dalam Al-Quran dan Hadis,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h.27.

33 Burhan Habibillah, Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li’an Menurut Hukum Islam
dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif), Tesis, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), h.
13.
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2. Kewenangan orang tua menjodohkan anak dalam perspektif hukum Islam
a. Pengertian kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kewenangan
adalah hal berwenang. Arti lain dari kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang
dipunyai untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.3*

Kewenangan orang tua dalam Islam sangatlah penting untuk memastikan
tumbuh kembang anak secara optimal. Orang tua yang bertanggung jawab
membimbing anaknya menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, dan
berkontribus kepada masyarakat. Orang tua memiliki kewajiban untuk
memberikan pendidikan agamadan moral kepada anak-anaknya. Selain membekali
anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna di kehidupan masa
depan mereka, orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-
anak mereka dari bahaya dan memastikan kesel amatan mereka.*®

Orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak mereka memilih
jodoh yang tepat. Namun, peran orang tua bukanlah sebagai penentu, melainkan
sebagai pembimbing dan penasehat. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam
memilih jodoh meliputi agama dan akhlak, karakter dan kepribadian, kesehatan
fisik dan mental, sosial dan ekonomi, serta kecocokan dan keharmonisan.*

Penting untuk diingat bahwa kriteria diatas hanya sebagai panduan, dan

tidak semuakriteria harus terpenuhi. K eputusan akhir tentang jodoh tetap berada di

34 Lektur, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, https.//kbbi.lektur.id/kewenangan , (
diakses pada 21 Januari 2024).

35 Aisyah Dahlan, Pendidikan Anak dalamIslam, ( Jakarta: PT, Pustaka Al-K autsar, 2017),
h. 45-46.

36 Muhammad Syafii Antonio, Memilih Jodoh yang Tepat: Panduan Bagi Orang Tua dan
Anak, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023), h. 123-125.
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tangan anak. Orang tua dapat membantu anak mereka dalam proses mencari jodoh
dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik, mengajarkan anak
tentang nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur, memberikan contoh yang baik
dalam kehidupan pernikahan, membuka komunikasi yang terbuka dan nyaman
dengan anak, serta memberikan dukungan dan nasihat kepada anak.®’ Pada
akhirnya, kebahagiaan anak dalam pernikahan adalah yang terpenting. Orang tua
harus selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi anak mereka.

Kewenangan orang tua menjodohkan anak dalam perspektif hukum Islam
adal ah hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua untuk memilihkan
jodoh bagi anaknya. Orang tuamemiliki hak untuk memilihkan jodoh bagi anaknya.
namun hal ini tidak boleh dipaksakan kepada anak, anak berhak untuk menolak
jodoh yang tidak disukainya.®®

Menikahkan anak ketika sudah cukup umur dan siap menikah, orang tua
berkewajiban untuk menikahkan mereka. Hal ini bertujuan untuk menjagaanak dari
perbuatan zina dan membantu mereka untuk membangun keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah.*
b. Landasan hukum tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak

Menikahkan anak termasuk salah satu kewagjiban orang tua. Adapun
landasan hukum tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak adalah

Al-Qur’an dan Hadits.

37 Muhammad Syafii Antonio, Memilih Jodoh yang Tepat: Panduan Bagi Orang Tua dan
Anak, h. 141-144.

38 \Wahbah Zuhaili, Figh Munakahat, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2020), h. 405-410.

39 A. Muhaimin Salim, Menjadi Orang Tua Hebat: Membangun Generasi Rabbani yang
Cerdas dan Berkarakter, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 35-40.
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1) Al-Qur’an

Sebagaimanatelah dijelaskan dalam Q.S Al-Nur[24] : 32

I 53 5 sl S0 T AT

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki
maupun perempuan.*

Allah swt. memerintahkan kepada orang orang yang beriman agar
menikahkan orang-orang yang masih membujang diantara mereka. Dia juga
memerintahkan mereka untuk menikahkan hamba-hamba sahayayang bersediadan
layak dinikahi. Jika mereka miskin, Allah swt. akan memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunianya. Allah swt. Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha
Mengetahui.**

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah
pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia.
Pernikahan dapat menjaga diri dari perbuatan zina, memelihara kesucian diri, dan
meningkatkan kesejahteraan hidup.

Seorang wali tidak boleh memaksa anak perempuannyayang sudah dewasa,
baik yang berakal sehat, baik masih muda maupun masih perawan, untuk menikah
dengan siapa pun yang tidak iaizinkan, sebelum ia menyetujuinya, tanpa paksaan.

Jika menggunakan kekerasan atau paksaan, maka perkawinan itu batal .2

40 K ementerian AgamaRl, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 503.

4l Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Azhar, 2019), h. 534-535.

42 Walid khalil tha’amah, Az- Zawaj Al-Islamiiy Ash-Shahih, (Beirut: Al-Y amamah, 1996),
h. 63.
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2) Hadis
Orang tua wajib memilihkan jodoh yang terbaik untuk anaknya.*®* Dalam

sabda Nabi SAW

w, 0 4
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Artinya

Dari Abu Hurairah Ra. berkata: *“ Rasulullah saw. ditanya: ‘wanita mana yang
lebih baik?’ Beliau bersabda: ‘Wanita yang membuat suaminya senang ssat dia
melihatnya, taat kepada suaminya saat dia memerintah, dan tidak melanggar
kehendaknya baik dalam dirinya maupun hartanya dengan hal yang dibenci
oleh suami.”’(HR. Ahmad, Nasaai)

Meskipun orang tua berhak menikahkan anaknya, namun hal ini tidak boleh
memaksakan anaknya untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukainya.
Anak memiliki hak untuk memilih jodohnya sendiri. Orang tua hanya boleh

memberikan nasihat dan saran kepada anaknya.*®

¢. Hukum orang tua menjodohkan anak dalam Islam
Hukum orang tua menjodohkan anaknya dalam Islam terdapat perbedaan di

kalangan para ulama, yaitu:

43 Khalid bin Abdurrahman Al-Juaid, Fighul Manhaj (Ensiklopedia Fikih Manhaj Salaf),
(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, t. Th.), h. 558.

4 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, J. 12 (Beirut: Muassasah Ar-
Risalah, 2001), h. 383.

45 R. Soeroso, Hukum Perdata Indonesia, (Cet. XV; Bandung: PT. Alumni, 2021), h. 201.
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1) Hanafi dan maliki berpendapat bahwa orang tua memiliki hak untuk
menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa persetujuannya.*®

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw.

(N
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Artinya:

Janganlah menikahkan seorang janda (yang sudah pernah menikah) sehingga
dia diminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan seorang gadis (yang
belum pernah menikah) sehingga dia dimintai izinnya. Para sahabat bertanya:
“Ya Rasulullah, bagaimana cara meminta izin?” Beliau menjawab : “Dia
diberitahu.”*

2) Sedangkan Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa orang tua tidak boleh
menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa tanpa persetujuannya

hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.
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Artinya
Seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: “wahai Rasulullah,
sungguh ayahku telah menikahkan aku dengan putra saudaranya dan meminta
mahar yang tinggi.”. Rasulullah membiarkan urusan tersebut kepada gadis
tersebut, lalu dia berkata, “Saya telah menyetujui apa yang dilakukan ayahku,
tetapi sayaingin parawanitamengetahui bahwa ayah tidak memiliki hak untuk
memutuskan segala sesuatul.

46 \Wahbah Zuhaili, Figh Munakahat, (Jakarta: Pustaka |mam Asy-Syafi’i, 2020), h. 405-
410.

47 Abu Malik kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih figh sunnah, (Qahirah: Daar at-
Taufigiyyah li at-Turats, 2010), h. 126.

48 Jamaluddin Aba Al-Hajjg Y usuf bin Zakaria, Tuhfatul Asyraf bi Ma rifati Al-Atraf,
(Cet, I1; Damaskus Daarul Qiimah, 1983), No. Hadis. 1997, h. 90.
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d. Batasan kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dalam Islam
Berikut beberapa batasan kewenangan orang tua dalam menikahkan
anaknyayang diriwayatkan oleh lbnu Majah.
1) Orang tua dilarang menjodohkan anaknya untuk menikah dengan seseorang

yang tidak disukainya. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits nabi saw.

°

Wl oo oly) "S5k B 450 258 Y
Artinya:

“Janganlah seorang wanita dinikahkan kecuali setelah seizinnya.” (HR.

[bnu Majah)
2) Orang tua dilarang menikahkan anaknya dengan orang yang beda agama. Hal

ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Bagarah[2] : 221

5o bt (B SR ASE Y
Terjemahnya:

Dan janganl ah kamu menikahi perempuan musyrik hingga merekaberiman!
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih bak daripada
perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu.*!

Avyat ini mengharuskan kaum muslimin untuk tidak menikahi wanita-wanita
musyrik sebelum mereka beriman. Ini disebabkan karena wanita budak yang

mukmin lebih baik daripadawanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 52

49 Muhammad Syafi’i Ma’arif, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, (Y ogyakarta:
Pustaka Belgjar, 2017), h. 145-146.

%0 |bnu Majah, Kitabun Nikah, Bab Isti’dzan al-Bakr wa al-Ayyim (No. 1876), (Darul
Thya’ Turats al-Arabi, t.th.), h. 1066.

51 Kementerian AgamaRI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 46.

52 Tafsir [bnu Katsir, Tafsir Surah al-Bagarah, ayat 221,
http: //Amww.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-bagarah-ayat-221.htm2m=1, (Diakses
pada 24 Maret 2024, pukul 22:05)
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3) Orang tuatidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang tidak mampu
menafkahi keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S

Al-Nisa[4] : 34

-~
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Terjemahnya:
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Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan
(istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari hartanya.>

Allah SWT mengabarkan bahwasanya “Kaum laki-laki adalah pemimpin
bagi kaum wanita”, maksudnya, dengan cara mengharuskan mereka untuk
menunaikan hak-hak Allah SWT berupa pemeliharaan akan kewajiban-kewajiban
dariNya dan melarang mereka berbuat kerusakan, laki-laki wajib untuk
menekankan hal tersebut kepada mereka, dan laki-laki juga adalah pemimpin
mereka dengan memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian dan tempat
tinggal. Kemudian Allah SWT menyebutkan sebab yang mengharuskan fungsi laki-
laki tersebut sebagai pemimpin atas wanita. Dan tugas wanita (istri) adalah taat
kepada Rabbnya dan taat pada suaminya hingga saat suami sedang tidak ada,
dengan menjaga dirinya untuk suaminya dan juga hartanya yang demikian itu
dengan penjagaan Allah SWT bagi merekadan bimbinganNyaterhadap merekadan
bukannya dari diri mereka sendiri.>*

e. Kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak menurut mazhab

53 K ementerian AgamaRI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 113.

4 As-Sa’di Abdurrahman bin Nashir, Tafsir al-Quran, (Cet. Il; Jakarta: Darul Hag, 2019),
h. 69-70.
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Pernikahan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia.
Dalam Islam, pernikahan bukan hanya tentang persekutuan hidup antara laki-laki
dan perempuan, tetapi juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam memilih
pasangan hidup, Islam memberikan panduan dan aturan yang jelas. Tujuannya agar
pernikahan yang dilangsungkan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.>®

Dalam Islam, terdapat empat Mazhab utama yang memiliki perbedaan
pendapat tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak. Berikut adalah
penjelasan tentang kewenangan orang tua menjodohkan anak menurut empat
mazhab:

1) Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, perjodohan anak oleh orang tua adalah sah dan
anak tidak berhak menolaknya®® Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, di
antaranya:
a) Orang tua lebih mengetahui tentang apa yang terbaik bagi anaknya.
b) Anak belum memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk memilih

jodohnya sendiri.

c) Perjodohan oleh orang tua dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga.

2) Mazhab Mdliki

55 \Wahbah Zuhaili, Figh Munakahat (Hukum Pernikahan Idlam), (Cet. I; Jakarta: Pustaka
Azhar, 2014), h. 23-24.

%6 Muhammad Abdul Wahab as-Sya’rani, Fighul Islam, (Beirut: Darul ma’arif, t. Th), h.
563.



Mazhab Maliki berpendapat bahwa perjodohan anak oleh orang tua adalah
sah, tetapi anak berhak menolaknya jika ia memiliki alasan yang kuat.>” Alasan
yang kuat tersebut dapat berupa:

a) Calon jodoh tidak memenuhi kriteria agama dan akhlak yang baik.

b) Calon jodoh tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga.

c) Terdapat cacat fisik atau mental pada calon jodoh yang dapat membahayakan
kehidupan pernikahan.

3) Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa perjodohan anak oleh orang tua hanya
sah jika anak menyetujuinya. Orang tua tidak boleh memaksakan pernikahan
kepada anak tanpa persetujuannya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, di
antaranya:

a) Pernikahan adalah suatu akad yang harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah
pihak.

b) Memaksakan pernikahan kepada anak dapat menimbulkan dampak negatif,
seperti KDRT dan perceraian.

4) Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa perjodohan anak oleh orang tua
adalah sah, tetapi anak berhak mengajukan keberatannya kepada hakim. Hakim
akan memutuskan apakah perjodohan tersebut sah atau tidak berdasarkan pada

maslahat anak.>®

57 Abu Muhammad Abdurrahman bin Malik al-Bahili, al-Mughni, (Beirut: Darul Ma’arif,
1980), h. 563-565.
%8 Muhammad Syafi’i Maarif, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, h. 145-147.
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Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan
tanpa persetujuan orang tua tidak sah. Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat
bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua sah, tetapi makruh.
Pendapat mazhab Hanafi dan Maliki didasarkan pada beberapa hadits Nabi
Muhammad saw. yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa persetujuan orang tua

adal ah terlarang. Salah satu hadits tersebut adalah

(a5 el b P8 B3l Ex S AT it 35 29 A8 Y
P O e
Artinya

Janganlah menikahkan seorang janda (yang sudah pernah menikah) sehingga
dia dimintai persetujuannya, dan janganlah menikahkan seorang gadis (yang
belum pernah menikah) sehingga dia dimintai izinnya. Para sahabat bertanya:
“Ya Rasulullah, bagaimana cara meminta 1zin?” Beliau menjawab : “Dia
diam.”

Pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali didasarkan pada beberapa hadits
Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa

persetujuan orang tua sah, tetapi makruh. Salah satu hadits tersebut adal ah:°

~
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Artinya:
Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. (HR. Muslim)
Para ulama berbeda pendapat tentang batasan usia pernikahan yang ideal.

Imam Hanafi berpendapat bahwa batas usia pernikahan bagi |aki-laki adalah 18 tahun

%9 Abu Malik kama bin as-Sayyid Salim, Shahih Figh Sunnah, (Qahirah: Daar a-
Taufigiyyah li at-Turats, 2010), h. 126.

80 Muhammad Syafi’i Maarif, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, h. 184-185.

51 Imam Muslim bin al-Hajjg al-Qushayri, Shahih Muslim, h. 1435.
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dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Imam Maliki berpendapat bahwa batas usia
pernikahan bagi laki-laki adalah 15 tahun dan perempuan adalah 9 tahun. Imam
Syafi’i berpendapat bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki adalah 15 tahun dan
bagi perempuan adalah 12 tahun. Imam Hanbali berpendapat bahwa batas usia
pernikahan bagi laki-laki adalah 17 tahun dan bagi perempuan adalah 15 tahun. 62
Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan pada usia yang cukup
matang secarafisik dan mental. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan

dapat berlangsung dengan baik dan bahagia

Perjodohan anak masih menjadi tradisi di beberapa masyarakat di Sulawesi
Selatan, termasuk di Bugis dan Makassar. Tradisi ini didasarkan pada nilai-nilai
budaya dan agama, serta keinginan orang tua untuk memastikan kebahagiaan dan
kesgjahteraan anak-anak mereka. Dalam tradisi perjodohan, orang tua memiliki
peran besar dalam menentukan pasangan hidup anaknya. mereka biasanya
mempertimbangkan faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, dan
agama. Tradis perjodohan menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan orang tua
dalam menjodohkan anak dan bagaimana keseimbangannya dengan hak anak untuk
memilih pasangan hidup. Di satu sisi, orang tua memiliki tanggung jawab untuk
melindungi dan membimbing anak-anak mereka sendiri. Penting untuk
menemukan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ini. Orang tua harus
menghormati hak anak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, tetapi

mereka juga dapat memberikan saran dan bimbingan.®

62 \Wahbah Zuhaili, Al-Fighul 1slami wa Adillatuhu, (Beirut: Darul Fikr, 2011), h. 524-525,

3 Andi Nurhayati, Perkawinan Adat dan Hak-Hak Perempuan: Suatu Sudi di Sulawesi
Selatan, (Surabaya: Pustaka Cendikia, 2012), h. 171-180.
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Ada beberapa faktor-faktor pertimbangan dalam menjodohkan anak.
Pernikahan anak haruslah dipertimbangkan dengan matang, dengan
mengedepankan maslahat anak. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak
mereka kepada anak, tanpa memperhatikan kebahagiaan dan masa depan anak.
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perjodohan, antara lain:
kesiapan mental dan fisik anak, kesamaan visi dan misi antara calon pasangan,
serta adanya cinta dan kasih sayang diantara mereka. Orang tua perlu memberikan
edukas kepada anak tentang pernikahan, agar mereka dapat membuat keputusan
yang tepat untuk masa depan mereka.®

Memberikan restu dan dukungan kepada anak atas pernikahannya
merupakan ha yang sangat penting. Hal ini akan memberikan rasa tenang dan
bahagia kepada anak dalam menjalani pernikahannya. Orang tua dapat
memberikan restu dan dukungan kepada anak dengan cara, menerima calon
pasangan anak dengan lapang dada, memberikan doa dan harapan terbaik untuk
pernikahan anak, membantu anak dalam mempersiapkan pernikahannya.®

Orang tua memiliki hak untuk memberikan nasihat dan saran kepada
anaknya tentang pernikahan. Namun, perlu diingat bahwa pernikahan adalah
tentang dua orang yang akan menjalani hidup bersama. Oleh karena itu, keputusan

akhir tentang pernikahan haruslah berada di tangan anak. Orang tua tidak boleh

64 Evis Nurlagla, Pernikahan Anak: Antara Tradis dan Hak Anak, (Bandung: Pustaka
Setia, 2019), h. 128.

%5 Hendra Gunawan, Menikah dengan Bahagia: Rahasia Membangun Rumah Tangga yang
Langgeng, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.123-135.
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memaksakan kehendaknya kepada anak, karena hal ini dapat berakibat fatal bagi

kebahagiaan pernikahan anak di masa depan.®®

% Euis Nurlaela, Pernikahan Anak: Antara Hak Orang Tua dan Hak Anak, (Bandung:
Pustaka Setia, 2020), h. 102-103.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan rumusan
masal ah dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesmpulan dari kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah bahwa orang tua
memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan kepada anak
dalam memilih pasangan hidup, namun keputusan akhir tetap berada di tangan
anak. Orang tua tidak boleh memaksa atau melakukan perjodohan paksa
terhadap anak, karena hal ini melanggar hak anak untuk memilih pasangan
hidupnya sendiri. perlindungan hak anak dalam memilih pasangan hidupnya
sendiri diatur dalam undang-undang dan juga dalam gjaran Islam.

2. Adapun dari kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak dalam perspektif
hukum Islam adalah bahwa orang tuamemiliki kewenangan untuk menikahkan
anaknya. Namun, kewenangan ini tidak boleh dipaksakan kepada anak.
keputusan akhir tetap ada di tangan anak, dan orang tua harus menghormati
keinginan dan hak anak untuk menolak jodoh yang tidak disukai. Daamislam,
pernikahan adalah akad yang harus dilandas dengan kerelaan kedua belah
pihak, sehingga memaksa anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak
disukainyatidak diperbolehkan.

B. Saran
1. Komunikas dan dialog terbuka sangat penting bagi orang tua dan anak untuk

menumbuhkan komunikasi dan saling menghormati. Serta mendorong

59
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kepentingan anak-anak mereka, sehingga memungkinkan mereka mencapai
kesepakatan terbaik terkait jodoh.

. Memperhatikan kriteria pasangan hidup yang sesuai. Baik orang tua maupun
anak harus mempertimbangkan kriteria pasangan hidup yang seimbang sesuai
dengan gjaran Islam dan normasosia yang berlaku. Orang tua dapat membantu
anak mereka menemukan dan memahami kriteria pasangan hidup yang ideal.

. Menghormati hak dan kebebasan anak. Anak-anak tetap memiliki keputusan
akhir tentang jodoh. Orang tua tidak boleh memaksa atau melakukan
perjodohan paksa. Anak harus dilindungi dan dihormati atas hak mereka untuk
memilih pasangan hidup mereka sendiri. Orang tua harus membantu anak
mereka membuat keputusan terbaik untuk masa depan mereka.

. Mélibatkan pihak ketigayang terpercaya. Orang tua dan anak dapat melibatkan
pihak ketiga yang terpercaya, seperti tokoh agama atau pemuka masyarakat,
untuk membantu dalam proses perjodohan jika diperlukan. Pihak ketiga ini
dapat memberikan saran yang tidak biasa serta membantu menyelesaikan
perselisihan yang mungkin terjadi.

. Meningkatkan pemahaman tentang Islam dan Undang-Undang. Orang tua dan
anak harus memahami gjaran Islam tentang pernikahan dan hak-hak anak.
Memahami hukum perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang
perlindungan anak membantu mereka membuat pilihan yang tepat dan sesuai

dengan norma yang berlaku.
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